
 

KABUPATEN WONOSOBO 

 

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMBARAN 

KECAMATAN KALIKAJAR 

NOMOR : 140/21/2023 

 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA 

(RKPDes) TAHUN 2024 

 

KEPALA DESA KEMBARAN, 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk mendukung kelancaran Rencana Kerja 

Pemerintah Desa di pandang perlu membentuk Tim 

Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 

2023; 

b. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana 

tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan 

Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim 

Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 

2023; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desiase 19 

(COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Mengghadapi 

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6321); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 



Republik Indonesia Nomor 5694); 

10. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 260); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 

2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Rebuplik Indoensia 

Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan 

Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 961); 

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 1424); 

16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 

tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa 

di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 

13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan 

Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 

Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 

Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 

Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo 

Nomor 3); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan 



Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo 

Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, 

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Wonosobo Nomor 4); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 

Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11) ; 

20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 

Nomor 64); 

21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 

tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul 

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten 

Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 

2015 Nomor 73); 

22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 

tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 

Nomor 74); 

23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48); 

24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 96 Tahun 2022 

tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita 

Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 96); 

25. Peraturan Desa Kembaran Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa Kembaran Tahun 2020 s.d 2025 ( Lembaran Desa 

Kembaran Tahun 2020 Nomor 2 ); 

 
 

memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Tanggal 15 Agustus 2023 tentang 

Penyusunan rancangan Dokumen RKP Desa Kembaran 

Tahun 2024 

 

 

 



MEMUTUSKAN 

Menetapkan 

KESATU 

 

 

KEDUA 

 

 

KETIGA 

 

KEEMPAT 

 

: 

 

 

: 

 

 

: 

 

: 

 

Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah 

Desa dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana 

tercantum dalam lampiran keputusan ini; 

Tugas Tim Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU , 

adalah Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 

2024; 

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya 

Keputusan ini dibebankan pada APBDes tahun 2024; 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan 

apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana 

mestinya. 

 
 

Ditetapkan di : Kembaran 

Pada Tanggal : 15 Agustus 2023 
 
Kepala Desa Kembaran 

 
 

 
 

AGUNG HERMAWAN 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kembaran  

Nomor : 140/  21  /2023 

Tanggal : 15 Agustus 2023 

 

 

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA 

NO NAMA JABATAN 
JABATAN 

DALAM TIM 
KET 

1 AGUNG HERMAWAN Kepala Desa Pembina  

2 ADY SETIAWAN, S.Pd Sekretaris Desa Ketua  

3 IRLADI IDRIS  Kaur Perencanaan Sekretaris  

4 AHMADI LPMD Anggota  

5 SUBKHI Kadus Kembaran Anggota  

6 NUGROHO  Kadus Patran Anggota  

7 SUYOTO Kadus Luwihan Anggota  

8 SUPRIYONO Kadus Wonokriyo Anggota  

9 ENY WIDARTI KPMD Anggota  

10 PAWIT WIBOWO Kaur Keuangan Anggota  

11 WASILATUN NAJATI Ketua TP PKK Anggota  

 

Kepala Desa Kembaran 

 

 

AGUNG HERMAWAN 

 


